WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 18
TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PENGERINGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Irigasi, maka
Pedoman Pemberian Izin Pengeringan sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun
2006 sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pencabutan Atas Peraturan
Walikota Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pemberian Izin Pengeringan;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
65 tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
Undang-Undang Nomor S Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3478);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah yang kedua kali dengan Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang
Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3225);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
I[I Pasuruan; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang
Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3353);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4385 );

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4624);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5230);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11
/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan
Wilayah Sungai;

Peraturan  Menteri  Pekerjaan @ Umum  Nomor
30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;

Peraturan  Menteri  Pekerjaan @ Umum  Nomor
31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi
Irigasi ;

Peraturan  Menteri  Pekerjaan @ Umum  Nomor
32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

Peraturan  Menteri  Pekerjaan @ Umum  Nomor
33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan
HIPPA /G-HIPPA /I-HIPPA;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17
/PRT/M/2011 tentang pedoman penetapan Garis
Sempadan jaringan irigasi;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2009 tentang Irigasi;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah
Tahun 2010, Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah
Tahun 2010, Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2012, Nomor 095);



33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun
2012 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2012, Nomor 21);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 18 TAHUN

2006 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN
PENGERINGAN

Pasal 1
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2006
tentang Pedoman Pemberian Izin Pengeringan (Berita
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006, Nomor 18, Seri E)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 13 Januari 2014

WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,

HASANI



Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN
Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 07

Salinan

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi

Pembina Tingkat I
NIP. 19681027 199403 1 008
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